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BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor: 061/14089/SJ Hal Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu
Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2016 Nomor 45);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2018 Nomor 68);



13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan Tahun 2019 Nomor 21).

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ Hal
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020,
tanggal 17 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG  TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21
Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2020
diiubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan
obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah
berdasarkan kehadiran pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan indikator kehadiran pegawai yang meliputi: keterlambatan
masuk kerja, kepulangan mendahului jam kerja, ketidakhadiran kerja
karena cuti, ketidakhadiran kerja karena selain cuti.

(3) Kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan hasil rekapitulasi absensi elektronik setiap bulannya.

(4) Apabila pada hari kerja alat/perangkat absensi elektronik rusak atau tidak
berfungsi, keadan darurat handkey dikarekan bencana atau wabah, maka
kepala perangkat daerah membuat berita acara kerusakan absensi
elektronik atau keadaan darurat serta melampirkan absensi manual.

(5) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disampaikan
paling lama tanggal 1 (satu) setiap bulannya kepada bagian
keuangan/bendahara Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dengan besaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pajak atas penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditanggung oleh pegawai yang menerima sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

(1) Selain Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, juga diberikan Tambahan Penghasilan
berdasarkan berupa uang makan dengan besaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Pegawai yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6),
Pasal 9 ayat (3) tidak diberikan uang makan.

(3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
bulannya.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 15A, yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pembayaran pembiayaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimulai sejak
tanggal 1 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
ttd,
WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH

NIP.19810112 201101 1003



